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BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 30 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran, efisiensi dan 

efektivitas serta untuk mewujudkan tertib administrasi 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang 

didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Peraturan 

Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang sistem dan 

prosedur pengelolaan keuangan daerah Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Bupati. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5280); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata 
Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3660); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6631); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang;  

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 

21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6631); 

22. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis 
Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 65); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2006 

tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan 
Layanan Umum;  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan 
Perkotaan; 

25. Peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2009 tentang 
Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang 
Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya; 

26. Peraturan Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten; 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah 
untuk pertama kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 
Negeri (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1272); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi 

Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, dan wakil Kepala 
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 811); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2083); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 
tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2019 Nomor 1447); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 26 Tahun 2021; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai 

Daerah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja Pada Instansi 
Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 53); 
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40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 
tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 
2021 Nomor 936); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi 

dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2021 

tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 
(SIMBADA);  

43. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 

2020; 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 
2018 Nomor 11); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1); 

46. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 33); 

47. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 49); 

48. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2020 

tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa 
Tanah dan/atau Bangunan (Berita Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 48); 

49. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 
tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 9). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 

2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.  
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Pasal I 

 

(1) Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Banyuwangi 

Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah, pada BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

(APBD), BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BAB IV 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BAB V PENATAUSAHAAN 

KEUANGAN DAERAH diubah; 

(2) Uraian secara rinci perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimuatdalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

           
 
 

 
Ditetapkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 22 Agustus 2023 
 
BUPATI BANYUWANGI, 

 
             Ttd. 
 

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS 
 

 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 22 Agustus 2023 

        
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI, 
 
      Ttd. 

 
H. MUJIONO 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 30 

 

 


